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Abstract 

 
This study aims to analyze how the application of criminal sanctions determined by the court in 

resolving cases of domestic violence where in this case the victim is the husband. The type of research 
used in this study is normative. The results of this study are in the imposition of criminal sanctions 

against perpetrators of domestic violence against husbands based on Law No. 23 of 20024 

concerning Domestic Violence (which remains in effect complementary to Law No. 1 of 2023 
concerning the new Criminal Code), which is regulated in Article 5 letter a and Article 44 of Law No. 

23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, where specifically for physical violence 

that does not cause illness or obstacles to carrying out daily work, this crime is a complaint offense 

(the legal process only runs if the husband who is the victim himself reports it). Perpetrators of light 
physical domestic violence can be sentenced to a maximum of 4 months in prison or a maximum fine 

of IDR 5 million. If the violence results in serious injury or death, the penalty is much higher, namely 

a maximum of 5 to 15 years in prison. Furthermore, in the New Criminal Code, there are several 
classifications of domestic violence that can be processed as ordinary crimes, allowing law 

enforcement officials to process the perpetrator even without a direct complaint from the husband as 

the victim. Criminal sanctions remain part of the effort to provide justice to victims of domestic 

violence and ensure that perpetrators of domestic violence receive appropriate punishment for their 

actions. 
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I. PENDAHULUAN 
Keluarga adalah tempat pertama manusia belajar bersosialisasi. Dalam keluarga yang harmonis, 

setiap anggota merasa aman dan terlindungi (Sholikhah, 2020). Pernikahan adalah ikatan antara 

seorang pria dan seorang wanita, membentuk keluarga yang saling melindungi. Namun, dalam 

kenyataan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah hal yang umum. Perempuan dan anak-anak 

umumnya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun, ada juga banyak kasus di mana 

suami menjadi korban kekerasan oleh istrinya (Koswara, 2023). 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga (UU PKDRT) menyatakan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap 

tindakan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, 

psikologis, dan/atau pengabaian rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan tindakan, 

pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara tidak sah di dalam rumah tangga (Nisa, 2023). 

Undang-Undang PKDRT berlaku untuk semua orang, tanpa memandang jenis kelamin. Oleh karena 

itu, Undang-Undang PKDRT ini tidak hanya berlaku untuk istri, tetapi juga berlaku untuk suami. Hal 

ini sesuai dengan Pasal 3 huruf b Undang-Undang PKDRT, yaitu penghapusan kekerasan dalam 

rumah tangga berpegang pada prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Yang dimaksud dengan 
kesetaraan gender adalah kondisi di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang sama dan 

memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan sepenuhnya hak asasi manusia dan potensi mereka 

demi integritas dan keberlanjutan rumah tangga secara proporsional (Manan, 2008). 

Baquandi, dalam Modul Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menjelaskan bahwa kekerasan 

dalam rumah tangga menyebabkan banyak dampak buruk. Dampak pada istri atau korban meliputi 

rasa sakit fisik, stres mental, penurunan kepercayaan diri dan harga diri, perasaan tidak berdaya, 

ketergantungan pada suami meskipun mengalami kekerasan, stres pasca-trauma, depresi, dan bahkan 

pikiran untuk bunuh diri (Agustina, 2015). Sementara itu, bagi anak-anak, dampaknya meliputi 

kemungkinan kekerasan terhadap anak di kemudian hari, kesempatan bagi anak-anak untuk 

melakukan kekerasan terhadap orang lain, depresi, kemungkinan meniru kekerasan terhadap pasangan 

mereka di kemudian hari, dan perasaan takut yang berkepanjangan. Namun, di balik dampak 

kekerasan dalam rumah tangga, terdapat realitas yang menggambarkan kompleksitas dinamika 

keluarga dalam menghadapi tantangan yang datang dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga 

(KDRT), yaitu di mana suami juga dapat terpengaruh oleh kekerasan dalam rumah tangga ini (Lestari, 

2016). 

Berbagai fakta hukum menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga umum terjadi, 

dengan suami sebagai korban. Salah satu kasus tersebut terjadi di Mojokerto, Jawa Timur, pada Sabtu, 

8 Juni 2024. Seorang istri, yang bekerja dengan suaminya, seorang polisi di Jawa Timur, membakar 

suaminya hingga tewas. Istri tersebut, Brigadir FN, berusia 28 tahun, dan suaminya, Brigadir RDW, 

berusia 27 tahun (Kompas.id, 2026). Mereka meninggalkan tiga anak balita. Yang tertua baru berusia 

2 tahun, dan yang lebih muda adalah bayi kembar berusia empat bulan. Oleh karena itu, ini bukan 

hanya kejahatan tetapi juga tragedi keluarga. Sulit membayangkan nasib anak-anak tersebut ketika 

ayah mereka meninggal secara tragis di tangan ibu mereka, dan ibu tersebut menghadapi hukuman 

penjara yang panjang. Suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri mereka 

adalah kejadian yang relatif umum di Indonesia. Kekerasan tersebut dapat berupa fisik, psikologis, 

seksual, hingga pengabaian ekonomi. Kejahatan ini dilakukan melalui kekerasan atau ancaman 

kekerasan, namun cara kekerasan dilakukan dan alat yang digunakan bergantung pada kasus 

spesifiknya (Susetyo, 2026). 

Bentuk-bentuk kekerasan ini pada dasarnya ditemukan dan dikaitkan dengan kejahatan tertentu, 

seperti pembunuhan, penyerangan, pemerkosaan, dan pencurian. Definisi awal kekerasan dapat 

ditemukan dalam Pasal 89 KUHP, yang menyatakan bahwa: "membuat seseorang pingsan atau tidak 

berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan." 

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah serius dalam ranah hukum 

keluarga di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampak fisik pada korban, tetapi juga 

menyebabkan trauma psikologis, ketidakstabilan ekonomi, dan bahkan keruntuhan struktur keluarga. 

Dalam banyak kasus, kekerasan dalam rumah tangga terjadi secara diam-diam dan sulit diungkap 

karena dianggap sebagai masalah rumah tangga pribadi. Namun, dari perspektif hukum, kekerasan 
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dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang harus ditangani secara tegas 

oleh negara (Deramayati & WP, 2021). 

Kekerasan dalam rumah tangga dipahami sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh satu 

anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya, yang dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan 

seksual, atau kekerasan psikologis (Wibawa & Isnawati, 2023). Dalam beberapa kasus Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga (KDRT), pelakunya bukanlah suami tetapi istri. Tindakan ini dapat terjadi 

pada siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak hingga dewasa. Namun, yang 

menarik perhatian publik adalah kekerasan terhadap perempuan (istri), terutama jika kekerasan terjadi 

di dalam rumah tangga (Soeroso, 2017). Dari perspektif gender, ada beberapa aspek yang tidak dapat 

diabaikan. Misalnya, aspek budaya, stigma masyarakat, sosiologis, dan beberapa aspek lainnya. 

Sementara itu, dari segi regulasi, kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dengan cukup baik. Ini 

berarti bahwa ada hukum dan peraturan yang kompeten. Seperti KUHP, Undang-Undang No. 23 

Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) hingga Undang-

Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) (Renggong, 

2016). Sementara itu, budaya yang melekat dalam masyarakat juga memengaruhi persepsi tentang 
kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa tradisi atau norma sosial dapat membentuk pola pikir yang 

meminimalkan keseriusan kekerasan, bahkan cenderung mengabaikannya. Oleh karena itu, 

penanganan kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat hanya bergantung pada pendekatan hukum 

tetapi juga membutuhkan perubahan pola pikir dan kesadaran publik tentang kekerasan dalam rumah 

tangga (Anwar, 2023). 

Pergeseran ke ranah publik dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat 

ditemukan dalam Pasal 15, yang menetapkan hal-hal berikut: 

"Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam 

rumah tangga wajib mengambil langkah-langkah sesuai kemampuannya untuk: a. mencegah 

terjadinya kejahatan; b. memberikan perlindungan kepada korban; c. memberikan bantuan 

darurat; dan d. membantu dalam proses pengajuan permohonan perintah perlindungan (Sinaga, 

2022)." 

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mencakup berbagai bentuk kekerasan, termasuk fisik, 

psikologis, emosional, seksual, dan penelantaran. Kekerasan ini seringkali timbul dari 

ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan rumah tangga, di mana satu pihak mendominasi atau 

mengendalikan pihak lain. Dalam banyak kasus, penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan 

merupakan faktor utama dalam kekerasan tersebut. Ketika ketidakseimbangan kekuasaan ini terjadi, 

situasi rumah tangga dapat menjadi sangat berbahaya bagi korban, menciptakan lingkungan yang 

tidak aman dan merugikan (Fadhlurrahman, 2019). 

Dalam konteks hukum perkawinan, suami dan istri harus memenuhi hak dan kewajiban yang 

diatur dalam ikatan perkawinan. Namun, dalam praktiknya, kekerasan dalam rumah tangga sering 

dianggap sebagai masalah domestik yang tidak memerlukan intervensi negara, meskipun kekerasan 

tersebut memiliki konsekuensi serius bagi korban, dalam hal ini suami. Norma budaya yang 

menganggap pertengkaran atau kekerasan dalam keluarga sebagai hal yang memalukan semakin 

memperburuk situasi, karena hal ini menumbuhkan rasa takut dan stigma pada korban. Akibatnya, 

banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak dilaporkan, bahkan oleh korban sendiri yang tidak 

ingin membuka masalah tersebut kepada keluarga atau pihak berwenang, sehingga menjadikan 

kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah tertutup. Berdasarkan hal tersebut, perlu untuk 

meneliti bentuk dan mekanisme perlindungan hukum bagi suami sebagai korban kekerasan dalam 

rumah tangga yang ditinjau dari perspektif Era Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(UU No. 23 Tahun 2004) dan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). 

 

II. METODE PENELITIAN  
Jenis penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah penelitian hukum normatif. 

Penelitian normatif adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, atau doktrin 

hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.13 Fokus utama adalah analisis 

keputusan hakim dalam menentukan penerapan sanksi pidana bagi istri pelaku kekerasan dalam 

rumah tangga dan perlindungan hukum bagi suami sebagai korban, dilihat dari perspektif KUHP 

Lama dan KUHP Baru. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan dan 
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menganalisis permasalahan hukum yang diteliti untuk mendapatkan solusi yang tepat (Marzuki, 

2017). 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Istri Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga Terhadap Suami: Era Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU 

No. 23 Tahun 2004) Dan Kuhp Baru (UU No. 1 Tahun 2023) 

Kepentingan korban kekerasan dalam rumah tangga harus dipertimbangkan karena mereka 

adalah subjek hukum dengan kedudukan yang sama di hadapan hukum (kesetaraan di hadapan 

hukum). Status korban diabaikan dalam proses peradilan pidana karena sistem peradilan pidana 

menganut keadilan retributif, di mana penyelesaian kasus bertujuan untuk menjatuhkan sanksi kepada 

pelaku tanpa mempertimbangkan kerugian yang diderita korban. Pelaku harus dimintai 

pertanggungjawaban secara individual kepada negara, tetapi juga harus mempertimbangkan kerugian 

yang diderita korban, untuk memastikan bahwa korban menerima keadilan yang sebenarnya. 

Sebagai negara berkembang yang terus memperhatikan dan memperjuangkan hak asasi 

manusia warganya, pemerintah Republik Indonesia berkomitmen untuk memerangi segala bentuk 
kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, yang sebelumnya belum tersentuh oleh hukum. 

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menyiksa korban secara emosional (psikologis) tetapi 

juga merusak mereka secara fisik, mengakibatkan kecacatan seumur hidup atau bahkan kematian. 

Kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mengantisipasi 

tindakan kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, adalah Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) (Prasetyawardani & 

Isnawati, 2021). Meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga telah membuat pemerintah merasa 

perlu untuk membuat undang-undang yang dapat memberikan perlindungan dan rasa aman kepada 

masyarakat. Dengan undang-undang ini, diharapkan masyarakat dapat menghindari dan terbebas dari 

kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan martabat dan 

status manusia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam sidang pleno pada tanggal 14 

September 2004, menyetujui dan meratifikasi rancangan undang-undang tentang penghapusan 

kekerasan dalam rumah tangga yang diusulkan oleh pemerintah (Rifa'ah, 2016). 

Dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap 

suami berdasarkan UU No. 23 Tahun 20024 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (yang tetap 

berlaku secara komplementer dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana yang baru), yang diatur dalam Pasal 5 huruf a dan Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, di mana secara khusus untuk kekerasan fisik yang 

tidak menyebabkan penyakit atau hambatan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari, kejahatan ini 

merupakan tindak pidana pengaduan (proses hukum hanya berjalan jika suami yang menjadi korban 

sendiri yang melaporkannya). Pelaku kekerasan fisik ringan dalam rumah tangga dapat dikenai 

hukuman maksimal 4 bulan penjara atau denda maksimal Rp 5 juta. Jika kekerasan tersebut 

mengakibatkan luka serius atau kematian, ancaman hukumannya jauh lebih tinggi, yaitu maksimal 5 

hingga 15 tahun penjara. Selain itu, dalam KUHP yang baru, terdapat beberapa klasifikasi kekerasan 

dalam rumah tangga yang dapat diproses sebagai kejahatan biasa, sehingga memungkinkan petugas 

penegak hukum untuk memproses pelaku bahkan tanpa pengaduan langsung dari suami sebagai 

korban. Sanksi pidana tetap menjadi bagian dari upaya untuk memberikan keadilan kepada korban 

kekerasan dalam rumah tangga dan memastikan bahwa pelaku kekerasan dalam rumah tangga 

menerima hukuman yang sesuai atas perbuatannya (Raharjo, 2020). 

Oleh karena itu, perlindungan hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga di mana 

suami adalah korban sangat penting bukan hanya untuk menegakkan hukum terhadap pelaku 

perempuan (istri), tetapi juga karena hal itu menunjukkan bahwa sistem hukum harus terbuka 

terhadap realitas sosial bahwa laki-laki juga dapat menjadi korban dalam hubungan rumah tangga 

(Karini, 2023). Pemberlakuan hukuman percobaan tetap mengirimkan pesan yang jelas bahwa 

kekerasan tidak dapat dibenarkan, sekaligus memungkinkan rehabilitasi sosial pelaku. Hal ini 

mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam penjatuhan hukuman, yaitu keseimbangan antara 

kepastian hukum, keadilan, dan manfaat hukum (Aulia et al., 2025). 
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Perlindungan Hukum bagi Suami sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Pernikahan adalah masalah yang sangat kompleks. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal ini, 

hak dan kewajiban muncul antara suami dan istri dalam membangun rumah tangga. Namun, proses 

pernikahan itu sendiri seringkali menimbulkan konflik antara suami dan istri, salah satu yang paling 

umum adalah kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang juga dikenal sebagai 

Undang-Undang PKDRT (Martha & Hayuna, 2015), kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan 

sebagai setiap tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan 

atau kesengsaraan fisik, seksual, atau psikologis, dan/atau pengabaian rumah tangga, termasuk 

pemaksaan atau perampasan kebebasan yang melanggar hukum di dalam rumah tangga (Gultom, 

2012). 

Kekerasan yang terus-menerus dan berulang merupakan situasi yang sangat menyakitkan dan 

menimbulkan stres bagi mereka yang mengalaminya (Ridwan, 2006). Setiap tindakan yang 

menimbulkan tekanan, ancaman, atau tindakan kriminal dianggap sebagai masalah sosial. Situasi 

menyakitkan ini cenderung menimbulkan stres yang dapat menyebabkan gangguan psikologis atau 
gangguan jiwa. Dalam hal ini, suami sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (Sadli 

dalam Arief, 2010). 

Dalam hukum pidana, aspek perlindungan hukum sebagai bentuk penegakan hukum, khususnya 

yang berkaitan dengan perlindungan, terdapat empat hal yang harus dipertimbangkan, yaitu: 

masyarakat yang membutuhkan perlindungan terhadap tindakan anti-sosial, masyarakat yang 

membutuhkan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang, masyarakat yang membutuhkan 

perlindungan terhadap sanksi atau reaksi dari penegak hukum atau dari masyarakat umum, dan 

masyarakat yang membutuhkan keseimbangan atau harmoni berbagai kepentingan dan nilai yang 

terganggu akibat kejahatan (Marzuki dalam Yuliana, 2010). Secara tegas dinyatakan bahwa tindakan 

kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga (penelantaran ekonomi) 

yang dilakukan dalam rumah tangga merupakan tindakan kriminal (Risdianto, 2021). Ketentuan ini 

merupakan terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan hak asasi manusia, 

khususnya perlindungan bagi mereka yang telah dirugikan dalam lingkungan keluarga atau rumah 

tangga. 

 

IV.  KESIMPULAN 
Pengesahan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UU No. 1 

Tahun 2023 merupakan bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a dan Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Secara khusus, untuk kekerasan fisik yang tidak mengakibatkan 

penyakit atau menghambat aktivitas sehari-hari, kejahatan ini merupakan tindak pidana pengaduan 

(proses hukum hanya terjadi jika suami, korban, melaporkannya sendiri). Pelaku kekerasan fisik 

ringan dalam rumah tangga dapat dihukum dengan hukuman penjara maksimal 4 bulan atau denda 

maksimal Rp 5 juta. Jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka serius atau kematian, hukumannya 

jauh lebih berat, dengan hukuman penjara maksimal 5 hingga 15 tahun. Lebih lanjut, dalam KUHP 

Baru, beberapa klasifikasi kekerasan dalam rumah tangga dapat diproses sebagai tindak pidana biasa, 

sehingga memungkinkan aparat penegak hukum untuk menuntut pelaku bahkan tanpa pengaduan 

langsung dari suami sebagai korban. Sanksi pidana tetap menjadi bagian dari upaya untuk 

memberikan keadilan kepada korban. 

Istri yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap suaminya dapat menghadapi 

sanksi pidana yang serius dan mengalami dampak sosial dan psikologis yang berat. Oleh karena itu, 

perlindungan hukum bagi suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga perlu menjadi 

perhatian bersama dan membutuhkan upaya dari berbagai pihak untuk mencegah tindakan kekerasan 

dalam keluarga dan memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. 
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